LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.323, 2016 KEUANGAN. Penyertaan. Modal. Penambahan.
BUMN. BPJS Kesehatan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kesinambungan program jaminan
sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, perlu
melakukan penambahan penyertaan modal Negara
Republik Indonesia ke dalam modal Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan untuk diteruskan bagi Dana
Jaminan Sosial Kesehatan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dalam rapat ke 12 Masa Sidang I Tahun Sidang
2016-2017 pada tanggal 12 Oktober 2016 telah
menyetujui pencairan pembiayaan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
menjadi pembiayaan penyertaan modal negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-
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Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia ke dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN.

Pasal 1
Negara Republik Indonesia melakukan penambahan
penyertaan modal ke dalam modal Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial.
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